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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Brondong yang diarahkan 

sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan : 

1. Hasil identifikasi karakteristik Kawasan Minapolitan menujukkan bahwa : 

a) Kondisi fisik yang sesuai sebagai Kawasan Minapolitan dilihat dari 

ketinggihan wilayah termasuk dataran rendah rata-rata 6,5 Mdpl, dilalui 

Anak Sungai Bengawan Solo, beriklim tropis, didominasi jenis tanah 

alluvium yang sesuai jika diperuntukkan sebagai kawasan pertanian maupun 

perikanan. 

b) Jumlah penduduk terbanyak berada pada Desa Sedayulawas dan Brondong 

serta didukung penduduk mayoritas bekerja pada bidang pertanian mencapai 

8.361 jiwa atau 35 %. 

c) Kondisi ekonomi kawasan dengan adanya kawasan perikanan dengan luas 

417 Ha serta hasil produksi perikanan rata-rata 73.389 Ton/Tahun. 

d) Penggunaan lahan pada Kawasan Minapolitan sebagaian besar lahan 

pertanian tanah kering semusim dengan luas 1.771 Ha atau sebesar 66 %. 

2. Berdasarkan hasil analisis evaluatif dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 

Pengembangan Minapolitan menujukkan bahwa : 

a) Sub-Sistem Minabisnis Hulu pada Kawasan Minapolitan Brondong 

didukung : kios-kios saprokan berjumlah 78 unit, gudang penyimpanan satu 

unit pada area PPN Brondong, pelataran parkir roda 4 atau lebih dan motor, 

tempat bongkar muat pada area PPN Brondong terdapat lima unit dan 

terdapat SPDN di PPN Brondong serta SPBU di Desa Sedayulawas. 

b) Sub-Sistem Usaha Produksi pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung 

: Pelabuhan perikanan yang meliputi PPN Brondong, PPI Labuhan dan PPI 

Lohgung, penyediaan air baku berupa sumur bor, penyediaan air bersih 

berupa PDAM dan HIPAM serta jalan akses sentra produksi ke pengumpul 

sebagaian besar melalui jaringan jalan kolektor primer. 
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c) Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil pada Kawasan Minapolitan Brondong 

didukung : Unit pengolahan modern didukung lima unit industri besar, 

tempat penjemuran ikan didukung lima unit UMKM, gudang penyimpanan 

tersedia tiga unit dan industri kecil terdapat satu unit. 

d) Sub-Sistem Hilir Pemasaran pada Kawasan Minapolitan Brondong 

didukung : pasar tradisional yang meliputi satu unit pasar Kecamatan dan 

dua unit pasar Desa, jalan antar Desa-Kota dengan total panjang 36,48 Km 

serta didukung adanya jembatan Sedayulawas sebagai penghubung jaringan 

jalan kolektor primer. 

e) Sub-Sistem Penunjang meliputi sarana utilitas, sarana pelayanan umum dan 

sarana kelembagaan. 

a. Sarana utilitas didukung adanya jaringan air bersih dengan panjang 

2.550 meter, jaringan sanitasi berupa MCK dengan jumlah 12.069 unit, 

jaringan persampahan berupa TPS pada Desa Brondong, jaringan 

drainase yang tersedia 5.030 meter, jaringan listrik sudah terlayani 

100%, jaringan telepon dan internet didukung adanya empat unit BTS 

dan jaringan terestrial fiber optik dengan panjang 1.750 meter. 

b. Sarana pelayanan umum didukung adanya Sarana perbelanjaan berupa 

pasar Kecamatan. Sarana kesehatan terdapat dua unit klinik, dua unit 

pustu dan dua unit apotek. Sarana pendidikan didukung tingkat 

pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK. Sarana perkantoran didukung 

adanya kantor Desa, kantor Kecamatan, Koramil, Polsek dan KUA. 

Sarana peribadatan terdapat masjid dan mushollah dan Sarana 

rekreasi/olahraga terdapat tiga unit lapangan sepak bola dan satu unit 

lapangan volley . 

c. Sarana kelembagaan pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung 

adanya badan pengelolah terdapat tiga kelompok tani, kantor perbankan 

terdapat lima unit dan koperasi terdapat empat unit.  

 

 

 



130 

 

B. Saran 

Hasil dari kesimpulan yang ada melalui analisis, maka saran yang diberikan sebagai 

berikut : 

1. Sub-Sistem Minabisnis Hulu instansi yang terkait perlu pengembangan kios 

saprokan sesuai kebutuhan di PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan 

gudang penyimpanan sesuai kebutuhan di PPI Labuhan dan Lohgung, perlu 

pengendalian pemanfaatan ruang untuk peataran parkir, pengembangan area 

bongkar muat barang pada PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan Dok 

pada area PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan pabrik jaring yang 

mampu memenuhi kebutuhan nelayan dan pengembangan SPBU/SPDN di Desa 

Labuhan dan Lohgung. 

2. Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan dan 

armada penangkapan ikan yang tersedia, pengembangan jaringan irigasi tambak 

agar lebih efektif, pengembangan jaringan distribusi air bersih di seluruh Desa, 

pemeliharaan jaringan Jl. Deandles dan peningkatan kualitas jaringan Jl. 

Labuhan. 

3. Sub-Sistem Hilir Pengolahan pengembangan unit pengolahan modern berupa 

industri hasil perikanan di Desa Labuhan dan Lohgung, pengembangan tempat 

penjemuran ikan di Desa Sedayulawas dan Labuhan, pengembangan gudang 

penyimpanan di Desa Labuhan dan Lohgung, pengembangan industri kecil 

berupa UMKM pada Kawasan Minapolitan Brondong. 

4. Sub-Sistem Hilir Pemasaran perlu pengembangan pasar tradisional di Desa 

Labuhan. Pengembangan Sub-Terminal Minapolitan (STM) di Desa Brondong. 

Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer (Jl. Deandles), peningkatan kualitas 

jaringan jalan lokal primer (Jl. Sedayulawas-Sumberagung), (Jl. Laren-

Brondong), (Jl. Labuhan), pengembangan drainase mengikuti jaringan jalan dan 

pemeliharaan jembatan sedayulawawas secara berkala. 

5. Sub-Sistem Penunjang perlu pengembangan sarana utilitas meliputi : 

pengembangan distribusi jaringan air bersih di seluruh Desa, pemeliharaan 

jaringan sanitasi, pengembangan TPST di Desa Sedayulawas, Labuhan dan 

Lohgung serta pengembangan IPAL untuk kegiatan industri perikanan, 
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pengembangan jaringan drainase yang belum terlayani, pengembangan jaringan 

fiber optik di seluruh Desa. Sarana pelayanan umum meliputi : pemeliharaan 

sarana perbelanjaan, pengembangan sarana kesehatan sesuai kebutuhan di Desa 

Sedayulawas, Labuhan dan Lohgung, pengembangan sarana pendidikan berupa 

SMK bidang perikanan, pemeliharaan sarana perkantoran, pemeliharaan sarana 

peribadatan, pengembangan sarana rekreasi / olahraga sesuai kebutuhan di Desa 

Labuhan dan Lohgung dan pengembangan RTH skala RW, Desa dan 

Kecamatan di semua Desa. Sarana kelembagaan pengembangan kelompok 

nelayan sesuai kebutuhan di Desa Sedayulawas dan Lohgung, pemerataan 

sarana perbankan sesuai kebutuhan di Desa Sedayulawas, Labuhan dan 

Lohgung dan pemerataraan sarana koperasi sesuai kebutuhan di Desa Labuhan 

dan Lohgung. 

6. Perlu penelitian lanjutan mengenahi pemanfaatan ruang Kawasan Minapolitan 

dan linkage sistem antara nelayan-industri. 
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